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KATA PENGANTAR

puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

berkat rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2021 yang
merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi
good governance terhadap publik dan bagi stakeholders. Penyusunan
laporan ini mengutamakan prinsip fransparansi dan akuntabilitas
sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran
capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Biro Hukum dan
Organisasi dalam mendukung kinerja BPOM selama tahun 2021.

Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi BPOM, laporan ini menyajikan data terpadu
antara kinerja dengan anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai,
sehingga dapat menjadi infrumen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta
produkftivitas unit kerja. Biro Hukum dan Organisasi selalu berupaya melakukan berbagai langkah
untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai
permasalahan sebagai bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya. Kami berharap
Laporan Tahunan ini dapat dipahami dengan baik dan sebagai media pertanggungjawaban kepada
stakeholders serta memberi kontribusi dalam evaluasi peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum
dan Organisasi

Jakarta, Februari 2022

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Reghi Perdana,S.H.,L.LM
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TARGET
9.510.253

REALISASI
9.446.096

99,32%

22 SOP MAKRO

8 SOP MIKRO

Pada Tahun 2021 Biro
Hukum dan Organisasi
mendapatkan
Sertifikat ISO
9001:2015 yang
diterbitkan oleh
Badan sertifikasi
Sucofindo

DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Raih predikat Unit Penyelenggaraan
Pelayanan Publik kategori “Pelayanan

Prima” pada penilaian kualitas
pelayanan publik internal BPOM
Tahun 2021

] |

277

CAPATAN IKU BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2021

= = = o a TARGET REALISASI %CAPAIAN
Sasaran Kinerja Indikator Kinerja
201 2021 2021
IKK1. Nilai RB BFOM Penaian Fersuran 4,38 4'25: 97.03
Prundang-undangan’ Deregulasi !
Hzhijgkan
[KK2. Milai RB BPOM Penatan dan 7,39 137 9973
5K1. Meningkatma Kualitas Dukungan Fenguatan Organisasi
raemen BROM df Lnglup 8o Hikum 650 3 s B BPOM Penaan Tata 524 o 9502
5 Laksana
s 567 5 4
Nilsi RE BFOM Feningkatan Kusligs 58 %,
Pzlsyznan Pubi
5K2. Meningkstma kepuasan mesyarabat  |MKE. hdzks Kepuasan Masyarakat 87 93,38 107.33
dzn Inrnal BPOM terhadap kinena Layanan |terhadap Layanan Pengaduan dan
Biro Hukum dan Qrganisasi Informasi
K. hudels e puasan inernal EPOM 37 3,74 103.89
terhadap Layanan Biro Hukum dan
(Organisas
5¥3. Organizasiyang t=patfungs, Epat [KKT . Perszn e unitorganizasiyang 100 100 100
prosss, dan tepatukuran |diahi:m penataan
[KKE. Persense unitorganisasi yang 100 100 100
menerapkan proses bisnis sesual 180
30012015
3K4. Tersediama Peraturan Perundang- [KK3. Persentase Peraturan Perundang- 100 100 100
|Lhdangan di bidang Obatdan Makanan |undangan yang disuzun
SKE. Tersedizma Ad whasi Hukum yang IKK10. Perszntase Adwkas Hukumigng 100 100 11517
efektif difindaklanjuf
SKE. Meningkatma Kualitss Layanan [KK11. Per==ntaze Layanan Pengaduan 99,2 99,44 100.13
Homunikasi, Informasi, Dokumen B3, Edukssi, |dan Informasi yang ==lesaiditind sklanjuti
dzn Pengaduan Masyerakat
[KK12. Tingkat EMivigs KIE Dbat dan 92.52 93,71 101.29
|Nalcamn yang dilsksanakan
||(|(| 3. Indexs Pelsyanan Publik 451 459 101.77
K7, Terwujudnys EEkekols pemenntshan di |KK1 4. Indeks RE Biro Hukum dan 85.8 85,82 10777
inghup Biro Hulum dan Organisasirang  |Organisasi
oun fimal
SK8. Terwujudnya SOM Biro Hulumdan [KK1 5. Ind eks Profesion alitzs ASN Bin 84 86,2 102,62
(Drganisasi yang berkanera opimal Hukumdan Organizasi
5K3. Mengustnys pengelolasn dats dan [KK18. Indeks pengelolaan dat dan 2 1,00 50,00
informasi pengawasan Obatdan Makanan di |informasi Biro Hukum dan Organisasi
Biro Hukum dan Organisasi yang optimel
3K10. Terkelolanys IKK1T. 95,2 7 93,74

Aluntabel

Kzuangan Biro Hukum dan Organisasi secars| Tingkat Efziens Penggunaan Anggaran

Biro Hilumdan Organisas

*) Realisasi 2020, Tahun 2021 menunggu hasil KemenPANRB
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BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

HIGHLIGHT KEGIATAN

Biro Hukum dan Organisasi Raih  predikat  Unit
Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “Pelayanan
Prima” pada penilaian kualitas pelayanan publik internal
BPOM Tahun 2021

DAN MAKANAN (BPOM)

INFORMATIF

Dalam pelaksananya Biro Hukum dan Organisasi terus
melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka
mendukung Badan POM raih penghargaan Anugerah Raksa
Nugraha Indonesia Consumer Protection Ward (ICPA)
dengan kategori platinum yang diberikan oleh Badan
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). ICPA merupakan
pemberian pemeringkatan dan anugerah kepada Instansi yang
peduli akan perlindungan konsumen. Penghargaan tersebut
diterima langsung oleh Kepala Badan POM, Penny K. Lukito
secara daring pada Rabu 10 November 2021

Biro Hukum dan Organisasi mewakili Badan POM kembali
berpartisipasi dalam ajang kompetisi The Best Contact Center
Indonesia (TBCCI) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia
Contact Center Association (ICCA). TBCCI 2021 diikuti oleh
diikuti oleh 40 perusahaan baik swasta maupun badan publik
yang mengikuti 3 kategori utama yaitu 105 peserta kategori
corporate, 47 peserta kategori teamwork dan 367 peserta
pada kategori individu di Indonesia. Tahun ini menjadi tahun
ke-3 Badan POM mengikuti ajang bergengsi ini dengan meraih
(Silver Medal kategori The Nest Smart Teamwork, Broze
Medal kategori Best Of The Best Agent Inbound Public,
Broze Medal kategori Agent Digital E-Mall Public)

Bukti konsistensi Biro Hukum dan Organisasi dalam
mendukung Badan POM raih Anugerah klasifikasi Badan Publik
“Informatif” berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi
(Monev) Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Pusat
Tahun 2021 dengan berada di peringkat ke-6 kategori
Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dengan nilai 95,43, meningkat dari Tahun 2020 (94,09).
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021 digelar
secara daring pada selasa 26 Oktober 2021

KATEGORI PEMERINTAH
BPOM PUSAT RI
"PLATINUM™ Q
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BAB I
GAMBARAN UMUM
A. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI

Visi dan Misi Biro Hukum dan Organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sama dengan Visi
dan Misi BPOM yakni:

VISI
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan
berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Biro Hukum dan Organisasi sebagai Unit Dukungan Manajemen mendukung visi misi Badan POM
dalam rangka terwujudnya Penataan Kelembagaan tepat Fungsi dan Tepat Ukuran, Penguatan
dan pengawalan deregulasi kebijakan dan simplifikasi regulasi dan Penguatan pelayanan publik
dan peningkatan efektivitas KIE serta Penguatan pemberian layanan advokasi hukum, sehingga
berkontribusi dalam pencapaian ouput.
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Dalam membangun organisasi yang efektif dan efisien Budaya Organisasi Biro Hukum dan Organisasi
mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati
dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan fugas. Nilai-nilai luhur yang hidup
dan fumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam
berkarya dan berkarya antara lain:
a. PROFESIONAL: menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.
b. INTEGRITAS: konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan.
c. KREDIBILITAS: dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
d. KERJASAMA TIM: mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
e. INOVATIF: mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
f. RESPONSIF/CEPAT TANGGAP: antisipatif dan responsif dalam mengatasi

Gambar 1 Budaya Organisasi Badan POM

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

B. STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANISASI

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta
kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM
yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup
masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing hasional, dan dalam rangka meningkatkan

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan
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kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan maka diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai pelaksanaan dari
Perpres ditetapkannya Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan .Biro Hukum dan Organisasi terbentuk sejak Tahun 2018 memiliki

tugas “"Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan

advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”. Namun seriring berjalannya waktu akan kebutuhan organisasi
dilakukalah penyederhanaan birokrasi dan dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat
dan Makanan yang proporsional, efektif dan efisien, Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan
POM Nomor 21 Tahun 2020 fentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,
namun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sesuai peraturan ini sebelumnya Biro Hukum dan
Organisasi memili 3 (tiga) kelompok dalam mendukung kinerja organisasi menjadi 4 (empat) kelompok

substansi seperti tergambar dibawah ini:

Bagan Organisasi Sekretariat Utama

i

il Pl

fé

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Gambar 1. Struktur Organisasi PerBPOM Nomor 26 Tahun 2017
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BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI OTK BARU

Kepala Biro Hukum dan Organsiasi. BADAN POM

;
Koordinator Kelompok Substansi
Peraturan Perundang-Undangan

T
Koordinator Kelompok Substansi  Advokasi
Hukum

I 1
Koordinator ~ Kelompok  Substansi Koordinator  Kelompok  Substansi
Tatalaksana Pengaduan Masyarakat

r 1 I | [ —  —
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Gambar 2 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi sesuai PerBPOM Nomor 21 Tahun 2020

Dengan melihat perbedaan pada gambar 1 dan 2 Biro Hukum dan Organisasi Terdapat penambahan
fungsi pengelolaan pengaduan masyarakat yang sebelumnya terdapat pada Biro Hubungan Masyarakat
dan Dukungan Strategis Pimpinan. Penambahan fungsi tersebut menambah perkuatan Biro Hukum dan
Organisasi dalam pencapaian kineja yag mendukung sasaran strategis organisasi Level I (Sekretariat
Utama). Implikasi terhadap perubahan OTK Badan POM dengan di tetapkannya PerBPOM No 21 Tahun
2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Pasal 16
dan 17 PerBPOM Nomor 21 Tahun 2020 dijelaskan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi sebagai
berikut:

w >» ®© CH

Gambar 3. Tugas dan Fungsi Biro Hukum dan Organisasi

2
“ LAPORAN TAHUNAN ﬂ

& Bl




Dalam menjalankan fungsinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi dibantu oleh 4 Kelompok Substansi dan

12 Subkelompok Substansi yang disesuaikan dengan Jabatan Fungsionalnya masing-masing, Adapun

Kelompok Substansi yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi Hukum, Organisasi dan

Tatalaksana serta Pengaduan Masyarakat. Tidak implikasi perubahan Struktur Organisasi Tugas dan

sebagaimana tergambar di bawah:

PETA STRATEGI BSC LEVEL 1
SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024
” w2
ey e Pt [ royar ndes e S toad
Manajomen BPOM & | L8 ST """" howt \ayenanpunguiumnden o
s —
4 N Sneya Anggaran BROM Sektama 4 roes wpamn mema BPOM ereon)
. epanandiungenmenaemen
593 Menimgratnys. we S5 Organisanl % Tervadanys T Meningpatnys
Nostton porsocanamn Sosgluine yong gt tungn poatoran Sar sama BPOM
‘pengetciosn teoatpronen dan Perundang. yangetentt
g fon-copred Aepat uburan Undangen fan
laporan kimenis dan oM Advoaiubim, et
. = e v e e e
Py 1 M Pangelciaan opoime oy Fersectase seesran peruncang. 3ama yang eteest
Prsactae donran o e ooty indangar jang daeesabn
Poomo— 2Persentase 2Persertae e humywy
segecsamn gy P4 Meringn sy
montonng evenas eserenaBPOM i proses | Buaita hubunges
foomnt oo ovond yangcotma s swas 50 KOHE manyoront don
o revngen g Sreserase 01 2018
previeiegartnien ) s o pi=sg Ighus Sebtama
Son mamend terer BP0AL ang octimal Fevertase o, war pengaden san b
oy
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shnge.
e 1 inens Feinyanan Pubih Gingn.p Seviama
SP11 Menguatnys.
' 99 Terwuiudnge. P10 Torwujudeys. P12 Torkalalonys
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SK1. Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen BPOM
di Lingkup Biro Hukum dan
Organisasi

Fungsi juga berdampak pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja mulai dari level 1 dan 2

Revisi Peta Strategi Level |
Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 (OTK Baru)
=
s bt e e
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Gambar 4. Peta Strategis Level 1 Semula Menjadi

PETA STRATEGI LEVEL 2 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2020-2024

2 Niai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi
3.Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana
4 Niai RB BPOM Peningkatan Kualtas Pelayanan Publi

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

IKK1.
1.Niai RB BPOM DeregulasiKebjakan

dan Informasi

Organisasi

IKK2.
1. Indeks Kepuasan
% ndeka kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan

IKK3.
1. Persentase unit

organisasi

yang diakukan penataan
2. Persentase unt urg-num
yang menerapkan
b seausi S0 80012015

IKKS.
Hukum yang dtindaklanjuti

Advok: ’

SK8. Terwujudnya
dilingkup Biro Hukum sog Biro Huhnm“dln
dan Organbwyuny Wl e y' 9

Informasi yang sclessidtindekisnit

| pemm-u Layanan Pengaduan dan
2 Tingkat Obat dan

Makanan ylng dhkscnakln
3. Indeks Pelayanan Publi

nceu Profesionaitas ASN
Bro Hukum dan Organisasi

ms R8 Biro Hukum dan
Organisasi

J (

KKS,

Indeks pengelolaan data dan
informasi Biro Hukum dan Organiasi
yang optimal

]

SK10. Terkelolanya
Keuangan Biro Hukum
dan Organisasisecam

Akuntabel

KK10
Tingkat Efisiensi Penggunaan
Anggaran Biro Hukum dan
Organisasi

Gambar 5. Peta Strategis Level 2 dampak perubahan OTK Baru
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BAB II
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2021 dalam menunjang pencapaian output pada Indikator Kinerja Utama Biro Hukum

an Organoisasi didukung oleh beberapa Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi

dibidangnya masing-masingmemiliki 48 (empat puluh delapan) ASN dibantu 27 (dua puluh tujuh) PPNPN

dengan kompisisi sebagai berikut:

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO PENDIDIKAN JENIS

PENDIDIKAN
S2 Farmasi
Non Farmasi
Profesi Apoteker
S1 Farmasi
Hukum
Sosial
Ekonomi
Komputer
Statistik
Administrasi Publik
Kesehatan
Masyarakat
Teknologi Pertanian
IImu Komunikasi
D3 Farmasi
Non Farmasi
SMU Sederajat -
TOTAL

ASN PPNPN
2 -
11 -
3
1 4
14 6
3 -
- 4
1 1
1 -
1 -
1
1 -
- 2
5 5
- 1
48 27

Tabel 1. Profil Pendidikan SDM Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2021
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BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JABATAN JUMLAH
STRUKTURAL
Eselon IT 1

FUNGSIONAL

Perancang Peraturan Perundangan- 1

Undangan Ahli Madya

Perancang Peraturan Perundangan- 3

Undangan Ahli Muda

Perancang Peraturan Perundangan- 5

Undangan Ahli Pertama

Calon Perancang Peraturan Perundang- 1

Undangan Ahli Pertama

Analis Hukum ahli Madya

Analis Hukum Ahli Muda

Analis Hukum Ahli Pertama

Pengelola Layanan Bantuan Hukum

Perencana Ahli Muda

Analis Kepegawaian Ahli Muda

Arsiparis Ahli Muda

Arsiparis Penyelia

Arsiparis Terampil

Calon Pranata Komputer Keahlian

Calon Pranata Keuangan APBN

Pengelola BMN

Pengadministrasi Keuangan

Analis Tata Laksana

Analis Kebijakan Ahli Madya

Analis Kebijakan Ahli Muda

Analis Kelembagaan

Calon Statistisi Keahlian

PFM Ahli Madya

PFM Ahli Muda

PFM Ahli Pertama

Pranata Humas Ahli Muda

Calon PFM Keahlian 1
Tabel 2 Jabatan Struktural dan Fungsional ASN Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2021

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
4
3
1
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Dalam menunjang pekerjaan pencapaian output Biro Hukum dan Organisasi dibutuhkan Analis Beban

Kerja (ABK) dalam memperhitungkan kebutuhan SDM Unit Organisasi sebagaimana tergambar pada

table di bawah ini:

Dengan melihat GAP Kebutuhan ABK di Biro Hukum dan Organisasi samapai Tahun 2021 masih
membutuhkan pegawai sebanyak ... dalam menunjang pekerjaan, untuk itu selama belum terpenuhinya
kebutuhan SDN ASN dalam bekerja dibantu oleh PPNPN yang disesuaikan dengan komptensi sesuai
dengan kebutuhan organisasi. Selama Tahun 2021 Biro Hukum an Organisasi dalam mencapai pemenuhan
peningkatan kompetensi seluruh pegawai diberikan kesempatan melakukan peningakatan kompetensi
sesuai dengan Jabtan Fungsionalnya dan kebutuhan dalam menunjang pekerjaan sebagaimana tergambar
pada Lampiran 1 kebutuhan peningkatan kompetensi Biro Hukum dan Organisasi. Sebagai onformasi
tambahan dalam rangka peningktaan kompetensi pula, Biro Hukum dan Organisasi memberikan
kesempatan kepada SDMnya untuk mengikuti Tugas belajar pada Tahun 2021 sebanyak 3(tiga) pegawai.
Pada tahun 2021

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan Biro Hukum dan Organisasi selain diperlukan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, perlu juga didukung dengan adanya sarana dan

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

prasarana penunjang.

Adanya perubahan pola kerja menyesuaikan kondisi selama masa pandemi Covid-19 dan perubahan

penempatan ruang kerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2021 berusaha mengadakan fasilitas
kantor berupa komputer, laptop dan alat pengolah data lainnya. Daftar penambahan inventaris kantor

berupa asset tetap yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
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C. ANGGARAN

Selaian dukungan SDM Unit Organisasi diduskung juga Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada Tahun 2021, adalah tahun dimana adanya pandemic covid-19 sehingga adanya pemotongan anggaran
sebanyak 3(tiga) kali di Biro Hukum dan Organisasi pada Tahun 2021, namun tidak menurunkan
pencapaian kinerja maupun anggaran. Untuk Pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp9.510.253.000,-
dengan realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi 2021 adalah sebesar Rp 9.446.096.216 - atau

sebesar 99,32% dari total pagu anggaran, dengan rincian output sebagaiman tergambar pada gambar 6

di bawah ini dan rincian per sasaran strategis sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.

pengaduan yang diberikan

. Volume Anggaran
No. | Program/Kegiatan/Output Target | Realisasi | Capaian Pagu Realisasi Capaian
a b c d e= f g h=(g/fx100)
(d/cx100)
4110 9.510.253.000 9.446.096.216 99.32%
Koordinasi Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan,  Advokasi
Hukum, serta Organisasi dan tata
laksana
1 | 4110.EAH 8 8 100% 3.047.896.000 3.001.266.651 98.47%
Dokumen  tindak  lanjut
rekomendasi hasil evaluasi
Program Penataan dan
Penguatan Organisasi serta
Program Penataan Tata
Laksana
2 | 4110.EAG 320 393 122.81% 1.686.190.000 1.685.246.636 99.94%
Layanan Advokasi hukum
yang diberikan
3 | 4110.AAH 220 229 104,09% 1.998.265.000 1.988.373.679 99.51%
Rancangan peraturan
perundang-undangan yang
diselesaikan
4 | 4110.BMB 1 1 100% 2.777.902.000 2.771.209.250 99.75%
Layanan informasi dan

Gambar 6. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
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BAB III

HASIL KEGIATAN TAHUN 2021
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, telah ditetapkan 33 (Tiga Puluh Tiga) Peraturan Badan POM,

114 (Seratus Empat Belas) Keputusan Kepala Badan POM, 83 (Delapan Puluh Tiga) Rumusan
Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang
dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan
POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

; Judul RUU

Rancangan Undang-Undang:
Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

dudul RPP
e Rancangan Peraturan Pemerintah:

1. PeraturanPemerintahNomor5Tahun2021tentangPenyelenggaraanPerizinanBerusaha
Berbasis Risiko
R 5 5 et 5 SetaanE . N

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

33 Judul Peraturan
Badan POM
-

Peraturan Badan POM :
17. Peraturan Badan POMMNomor 17 tahun 202 1 Tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik
__.t 15, Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2021 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional
‘-'_ /1Y 1%. Peraturan Badan POM Homor 19 tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi,
Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika
20. Peraturan Badan POM Momor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Homor 31 Tahun 2018 Tentang Label

Pangan Olahan

21. Peraturan Badan POM Homor 21 tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan MutuPangan Olahan Di Sarana
Peredaran

21. PeraturanBadanPOMMomor22 Tahun202 1 tentang Tata CaraPenerbitanlzin Penerapan CaraProduksiPangan OlahanYang Baik

231, Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Homor 22 Tahun 2020 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan POM

Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

15. Peraturan BadanPOM Momor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan CaraPembuatan Obat Tradisional Yang Baik

24 Peraturan Badan POM Homor 26 tahun 2021 Tentang Informasi Milai Gizi Pada Label Pangan Olahan

27. Peraturan Badan POM Momor 27 tahun 2021 Tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis

28.Peraturan Badan POMNomor 28 tahun 2021 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Momor
HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet

29, Peraturan Badan POM Homor 29 tahun 202 1 Tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran

30. Peraturan Badan POMNomer 30tahun 2021 Tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi Dan Zat Mongizi Dalam Pangan Olahan

31.Peraturan Badan POM Momor 31 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomaor
25 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

32. Peraturan Badan POM Momor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika

33. Peraturan Badan POM Momor 33 tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

24. PeraturanBadanPOMMomor24Tahun202 1 Tentang PengawasanPengelolaanObat, Bahan Obat, Narkotika, DanPrekursor Farmasi
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33 Judul Peraturan
Badan POM
-

Peraturan Badan POM :

17. Peraturan Badan POMMHNomeor 17 tahun 202 1 Tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemenkesehatan Mengandung Probiotik

1% Peraturan Badan POMMomer 18 tahun 202 1 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional

19, Peraturan Badan POMMNomor 19 tahun 2021 Tentang Pedeman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi,
Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika

Pangan Olahan
. PeraturanBadan POMMNomor 21 tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan DanMutuPangan Olahan D 5arana
Peradaran

1

11. Peraturan Badan POM Momor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan POM

Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

1%, PeraturanBadan POMMomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik

1. Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2021 Tentang Informasi Milai Gizi Pada Label Pangan Olahan

17. Peraturan Badan POM Momor 27 tahun 2021 Tentang Persyaratan Pangan Olahan Eerasam Rendah Dikemas Hermetis

28.Peraturan Badan POM Nomor 28 tahun 202 1 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan MakananMomar
HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Mitrit dalam 5arang Burung Walet

19. Peraturan Badan POM Nomaor 29 tahun 2021 Tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran

30. Peraturan Badan POMMNomor 30tahun 2021 Tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi Dan Zat Mongizi Dalam PanganOlahan

31.Peraturan Badan POM Momer 31 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Homor
25Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

32. Peraturan Badan POMMomor 32 tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika

33. Peraturan Badan POMMomor 33 tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

10. Peraturan Badan POM Momor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Momor 31 Tahun 2018 Tentang Label

11. PeraturanBadan POMMomor22 Tahun2021 tentang Tata CaraPenerbitanizin PenerapanCaraProduksiPanganOlahanYangBaik

24, PeraturanBadanPOMMNomor24 Tahun 2021 Tentang PengawasanPengelolaan Obat, Bahan Obat, Markotika, DanPrekursor Farmasi

B. ADVOKASI HUKUM

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah
terkait pengambilankebijakan dan pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintahan adalah
sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan
dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksudsesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagiorganisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas
Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa
Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaanpendampingankepadasaksi/ahli

sertapelaksanaankonsultasidanpenyuluhanhukum.
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan
sejumlah 393 layanan yang terdiri dari:

35,59 %
(21 Nan Litigasi) 64.41%
(38 Lingasi)

(190batNapza)

22,28 %
“ I.iirl\nin]f~
103
= -

L | I —

danSuplemenkesehatan)  Mahasiswa )
18,65 %
(36 BAN dan

Pengadaan) 9,84%
(19 Pangan)

10,88 %
(21 0bat Tradisional)

Gambar 7 Capaian Advokasi Hukum Tahun 2021
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C. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

PenataandanPenguatanOrganisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas
pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di Unit
Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Sebagai bentuk perkuatan kelembagaan UPT BPOM di
Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Selain itu, telah dibentuk Tim Pelaksana
Persiapan Operasionalisasi Balai POM di Tarakan sesuai dengan KeputusanSekretaris
UtamaBadanPengawasObatdanMakananNomorHK.02.02.2.22.12.21.281 Tahun 2021 tentang
Tim Pelaksana Persiapan Operasionalisasi Balai POM di Tarakan. Pembentukan Tim
Pelaksana bertujuan untuk melaksanakan dan/atau memberikan pendampingan dan

Jumlah
UPT BPOM Sehel Sesudal
(PerBPOM 22/2020) | (PerBPOM 23/2021
Balai Besar POM 21 21
Balaj POM 12 13
Loka POM 40 39

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

dukungan administratif sehingga target operasionalisasi Balai POM di Tarakan dapat dimulai
secara efektif pada tahun anggaran 2022. BPOM melakukan evaluasi kelembagaan sesuai
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan
Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan BPOM dilaksanakan terhadap 2 (dua) dimensi,
terdiri atas dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi. Perolehannilai akhir
evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2021 adalah 86,52 dengan peringkat komposit 5(P-5)atau
dapat disimpulkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi BPOM dinilai tergolong
sangat efektif. Berdasarkan hasil evaluasi dapat digambarkan bahwa struktur dan proses
organisasi yang ada mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan
infernal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan
lingkungan eksternal organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah menyampaikan
hasil evaluasi kelembagaan BPOM melalui Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor
0T.01.02.1.2.11.21.116 hal Laporan Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021. Verifikasi telah
dilakukan melalui pembahasan dengan Kementerian PANRB pada tanggal 23 Desember 2021.

2
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PelaksanaanReformasiBirokrasiBPOMTahun2021

Berdasarkanevaluasiyangtelahdilaksanakan Kementerian PANRB Tahun 2020 melaluiSurat Menteri
PANRBNomorB/23/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, IndeksRBBPOM mengalamikenaikan dari80,12

menjadi83,51dengankategori“A”(SangatBaik)denganrinciansebagaiberikut:

o] | o [
A | Komponen Pengungkit
i. Pemenuhan 20,00 18,44
1 | Manaiemen Perubahan 2,00 1,85
2 | Derequlasi Kebiiakan, 2,00 1,94
3 | Pepataan dan Pepguatan Qroanisasi 3,00 2,93
4 | Penataan Tata Laksana, 250 210
5 | Penataan Sistem Manaiemen SDM 3,00 2,84
6 | Penguatan Akuptabilitas 2,50 2,17
7| Penguatan Pengawasan 2,50 2,34
6 | Peningkatan Kualitag Pelayanan Eublik 2,50 2,28
ii. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 7,49
iii. Reform 30,00 22,87
1| Manajemen Eerubahan 3,00 2.71
2 | Derequlasi Kebiiakan, 3,00 2,31
3 | Penataan dan Penguatan Qraanisasi 4,50 444
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o] st | s [
4 | Pgnataan Tata Laksana, 3,75 2,90
5 | Penataan Sistem Manajemen SDM 4,50 1,83
6 | Penguatan Akuniabiliias 3,75 1,79
7 | Renguatan Pengawasan 3,75 3,60
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.75 3.30

Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 43,80
B | Komponen Hasil
1 | Akuniabilitag Kinerja dan Keuangan 10,00 8,50
2 | Kualitasi Pelavanan Publik 10,00 9.10
3 | Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 950
4 | Kinerja Qrganisasi 3,00 7,61

Total Kemponen Hasil (B) 40,00 34,71

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 83,51

1. PenilaianKinerjaUnitPenyelenggaraPelayananPublik

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM
bertujuan untuk mendorong UPP melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan
publik menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukuryangdiberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Hasil penilaian internal
kinerja UPP dilingkungan BPOM dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan lokus UPP yang
diikutkan pada penilaian evaluasikinerja UPP olehKementerian PANRB tahun2021.

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dilakukan pada April s.d. Juni 2021 oleh tim
penilai internal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205
Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di
Lingkungan BPOM. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id terhadap 47 (empat
puluh tujuh) UPP di lingkungan BPOM.

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
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3. PelaksanaanAuditSertifikasi,Resertifikasi,danSurveilanQMSIS09001:2015BPOM

a. ExitMeeting Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan QMSISO
9001:2015BPOM

Kegiatan exit meeting ISO 9001:2015 merupakan pertemuan penutup pelaksanaan audit
Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan 1SO 9001:2015 tahun 2021 dilaksanakan pada
tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM seluruh
Kepala Unit Kerja serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara
daring. Pada pertemuan exit meeting, Penyedia jasa konsultansi ISO 9001:2015 dari PT
Sucofindo (Persero) menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan audit Sertifikasi,
Resertifikasi, dan Surveilan ISO 9001:2015 Tahun 2021 dengan perolehan sertifikat 1SO
9001:2015untuk 102 (seratus dua) unit organisasi yang terdiri dari Manajemen Puncak BPOM,
28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 40
(empat puluh) Loka POM.

Rekomendasi terhadap QMS BPOM Berdasarkan J
Temuan Minor & Observasl bt oin

V. dadwal cen Evaluesi band bofteast slet wiur
Pada permbuaten jacwal Wallran. WLGADYS MENCACLETEIN MONSYTY) Nand Wallan aNg MEnUrpAaRan Bl rataTen
AL Db ) TN

2 Penggunnen lehdat horshat hasd habdoesi delam mvsendtnban hawl srwine
L e e 7 il T P )
e

3 Permsnarution sarngel
Pads ool porpToerer sarpel Ster Lnda aed yarg ampel Ui setep Sulan
4 Penryewen doburmen sebehan dnabhan
Morranlase Somu o'l Oroirmtdss MerOoUAMEe 0N DOCD Gaus PR Darmptutr AR

L
AQl Spasihu: 3otep Fpul PRy Soortperatu dsary siarde SO9001 2005 150 3001 2015 M 9.2 Gtitun pade
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& Formet Irteigen peaun dengen padomen
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Gambar ...

Pelaksanaan Exit Meeting Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan
Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM pada tanggal 14 Oktober 2021

b. TinjauanManajemenQMSIS09001:2015BPOM

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas
penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul 1SO 9001:2015 9.3
Management Review, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu
organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan,
efektivitas, dankeselarasandenganarah strategisorganisasi.
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Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2021 telah dilakukan melalui audit internal dan
audit eksternal. Berdasarkan hasil closing-meeting audit eksternal oleh PT Sucofindo pada
tanggal 14 Oktober 2021 seluruh UnitKerjadirekomendasikan untukmemperoleh sertifikat
IS09001:2015. Padakesempatanini, Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak menyerahkan
Sertifikat QMS 1SO 9001:2015 secara simbolis kepada Kepala Loka POMdi Kabupaten Aceh
Selatan dan Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai perwakilan dari unit kerja
yang disertifikasi tahun 2021 yang mewakili Barat dan Timur Indonesia.

b |

j g:’sg,quwﬁzu}&uru

-
e R

Gambar ...

Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Kepala Loka POM di Kab. Aceh
Selatan dan Kepala Loka POM di Kab. Merauke oleh Kepala BPOM pada tanggal 24
November 2021
c. Persiapan SertiBkasi QMS 1SO 9001:2015 terhadap Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat danMakananTahunAnggaran2022

Dalam rangka mempersiapkan dokumen mutu untuk 2 (dua) Unit Kerja Pusat yang disertifikasi

tahun 2022, dilakukan pendampingan secara daring untuk Unit Kerja Pusat sebanyak 2 (dua)

bets kegiatan yaitu:

1)  Tanggal 9 November 2021 untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat
Tradisional,SuplemenKesehatan,danKosmetik.

1) Tanggall0November2021untukDirektoratSiberObatdanMakanan.

3)  Tindaklanjut darihasil pendampingan adalah Unit Kerja Pusat melakukan penyempurnaan dokumen
sehinggadiharapkanpadapelaksanaanauditseluruhdokumensudahlengkap.

Memulai i i 1ISO

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

" Gambar ..

Pelaksanaan Pendampingan Persiapan Dokumen Mutu Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk
Unit Kerja Pusat pada 9 s.d. 10 November 2021
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PENGADUAN MASYARAKAT

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-Desember
tahun 2021, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat
melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta Contact Center
HaloBPOM 1500533 sebanyak 52.219 layanan, terdiri dari50.340 (96,40%) layananpermintaan
informasidan 1.879 (3,60%) layanan pengaduan.

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari
pelaku usaha sebanyak 28.372 (56,36%) layanan dan karyawan sebanyak 12.684 (25,20%)
layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 863 (45,93%)
layanan dan karyawan sebanyak 469 (24,96%) layanan.

DATA PERMINTAAN INFORMASI BERDASARKAN
IS PROFESI

DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN
JENIS PROFESI

Lain-lain
3,62%

Pelaku Usaha
45,93%

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan
informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 16.371 (32,52%) layanan dan telepon
sebanyak 16.309 (32,40%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan
masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui telepon sebanyak 637
(33,90%)dan aplikasiWhatsApp sebanyak 397 (21,13%) layanan.

- T w

ASARKAN MEDIA DATA LAYANAN PENGADUAN B
Lain-la

DATA PERMINTAAN INFORMASI B RDASARKAN MEDIA




Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait informasi pangan sebanyak 27.124
(53,88%) layanan dan kosmetika sebanyak 8.925 (17,73%) layanan. Adapun komoditi yang
banyak diadukan juga yaitu pangan sebanyak 716 (38,11%) layanan dan kosmetika
sebanyak 496 (26,40%) layanan.

DATA PERMINTAAN INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI

Kosmetika
17,73%

DATA LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN KOMODITI

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait
proses pendaftaran sebanyak 27.375 (54,38%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 8.437
(16,76%) layanan. Topik lainyang sering ditanyakan antara lain tentang management
umum, seperti penerimaan CPNS BPOM, informasi magang/penelitian, informasi
nomor kontak dan alamat unit di BPOM, pengujian laboratorium, produk terdaftar,
peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, desain kemasan, produsen/distributor,
klarifikasi Public Warning, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, tanggal
kedaluwarsa. Adapun topik pengaduanyangbanyak diadukansebagianbesaryaitutentang
inspeksisebanyak 672 (35,76%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak
438(23,31%)layanan.

TOPIK LAYANAN INFORMASI TOPIK LAYANAN PENGADUAN

Produk Terdaftar
3,91%
[l

4,84%

Proses
pendaftaran
54,38%

Proses
pendaftaran
23,31
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23-27 Maret
Pameran Virtual UMK Expo 2021
27-29 Agustus

Pameran Virtual [AI 2021

04-06 Oktober

Pameran Virtual HISFARS|

18-24 Oktober

Pameran Virtual World Food Day 2021
10-13 November

Pameran Virtual Ritech Expo 2021
19-21 November

Pameran The 18th NTB Expo WSBK
Mandalika

28 April
INTIPS Podcast “Buka Informasi, Hak Kamu Untuk Tahu"
3 Mei

INTIPS Podcast "Belanja Online, Jangan Asal KLIK"
28 September
2 Keglatan Sinerg]

Januari-Desember

Penyebaran informasi publik
melalui twitter @PPIDBadanPOM

dan
Mitra BPOM di Kembangan Jzkarta Barat
15 Oktober
Sinergi Edukesi Obat dan Makanan Bersama Mitra BPOM
di Rusunawa KS Tubun Kota Bambu Selatan Palmerah,
Jakarta Barat

Jumlah Totqy
Kegiatan

~ Januari-Desember
KIE melalul artikel dan infografis

Video n

Oktober-Desember

Penayangan Video Serie! Kaka Kiki
"Hidup Sehat Lawan Covid 19: Di Rumah
Saja" di youtube Badan POM Rl

- 06 Noveml
Obat dan Mak Mitra BPOM
di kelurahan Palmerah Jakarta Barat
14 November

02
INTIPS Podcast“Tengok Labelnya, Jangan Tergiur IKlannya”

di kelurahan Sezmanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta
Barat

dan {_badanpom

Januari-Desember

KIE di media sosial Instagram,
Twitter, Facebook, Youtube

27 November Badan POM RI
i BPOM
i Utara,
Jakarta Barat
Produk Informasi d
~ Mei-Juni
Penayangan Standar Pelayanan
. Pengaduan dan Informas| Obat
Juli-September | dan Makanan (Biliboard)
Distribus! buku komik edukasi serlal Kaka e

dan Kiki*Hidup Sehat, Lawan Covid-19"

fis pada ekiosk

kepada 45 Sexolah, TBM
dan Perpustakazn
November-Desember

Distribusi leaflet BPOM MOBILE, HALOBPOM,
Cek KLIK, Standar Pelayanan Pengaduan dan
Informasi Obat dan Makanan ke masyarakat

. FRRRoR
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BAB IV
KESIMPULAN

Untuk mencapai fujuan strategis Biro Hukum dan Organisasipada tahun pertama Renstra 2020-
2024, ftfelah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan 9
(sembilan) indikator kinerja, dan 3 (tiga) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU).
Capaian Sasaran Strategis pada Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan pertama “"Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi” belum adanya hasil pencapaian dikarenakan
menunggu hasil riviu Kementerian PANRB.

2. Sasaran Kegiatan kedua “"Meningkatnya kepuasan Internal BPOM terhadap layanan Biro
Hukum dan Organisasi 107,61 %, dengan kriteria Baik

3. Sasaran Kegiatan ketiga "Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran “
berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria Baik.

4. Sasaran Kegiatan keempat “Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Obat
dan Makanan” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria Baik.

5. Sasaran Kegiatan kelima "Tersedianya Advokasi hukum yang efektif” berhasil dicapai
dengan nilai 117,60%, dengan kriteria Sangat Baik.

6. Sasaran Kegiatan keenam "Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum
dan Organisasi yang optimal” berhasil dicapai dengan nilai 81,36%, dengan kriteria cukup.

7. Sasaran Kegiatan ketujuh "Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkiner ja
optimal” berhasil dicapai dengan nilai 111,15%, dengan kriteria sangat baik.

8. Sasaran Kegiatan kedelapan "Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan
Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi” berhasil dicapai dengan nilai O, dengan
kriteria sangat kurang.

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

9. Sasaran Kegiatan kedelapan "Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara
Akuntabel” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria baik
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